
ÓKEDAULATAN RAKYATÓ 

HALAMAN 11OPINISENIN KLIWON, 24 JANUARI 2022

(20 JUMADILAKIR 1955)

SEJAK ditetapkan Majelis Umum PBB

pada  2018, setiap 24 Januari,  dunia mem-

peringati Hari Pendidikan Internasional

(International Day of Education). Dalam

peringatan tahun 2022 ini diusung tema

changing course, transforming  education

(mengubah arah, mentransformasikan

pendidikan).  

Dunia pendidikan memang dituntut se-

lalu melakukan perubahan-perubahan

agar bisa beradaptasi dengan perkembang-

an zaman, kemajuan teknologi dan dapat

merespons berbagai masalah seperti pan-

demi covid-19 sekarang ini. Misalnya, de-

ngan terjadinya perkembangan teknologi

internet, digitalisasi pendidikan tidak da-

pat dihindarkan.  Meskipun demikian, ada

hal yang harus diperhatikan dalam mala-

kukan transformasi, yakni perubahan pen-

didikan seharusnya lebih  pada aspek for-

malnya (misalnya dalam hal sistem, ben-

tuk, metode, sarana pembelajaran), tetapi

tidak pada substansinya yang menyangkut

hakikat pendidikan itu sendiri.

Manusia Dewasa

Menurut N Driyarkara, pendidikan

merupakan perbuatan yang kompleks dari

banyak perbuatan yang secara keselu-

ruhan dijuruskan ke arah  memanusiakan

manusia.  Untuk hidup sebagai manusia,

seseorang harus di-manusia-kan (N

Driyarkara, dalam A. Sudiarja dkk,  2006).

Melalui pendidikan anak didik akan ditun-

tun ke arah menjadi manusia yang dewasa,

berkualitas, bertanggung jawab dan

bermartabat sesuai dengan kondratnya se-

bagai ciptaan Tuhan yang paling mulia.

Karena mutlak diperlukan dalam usaha

memanusiakan manusia, agar seseorang

bisa hidup sebagai manusia, maka tepat ji-

ka pendidikan dikategorikan sebagai salah

satu bentuk  hak asasi manusia. Idealnya

penyelenggaraan pendidikan bersifat non-

profit oriented.

Kenyataan? Penyelenggaraan pen-

didikan telah mengarah ke aktivitas bisnis

yang beriorientasi mencari keuntungan

ekonomi. Khusus di Indonesia, komersial-

isasi pendidikan telah terjadi sejak dima-

sukkannya bidang pendidikan ke dalam

bidang jasa yang diperdagangkan berdasar

the General Agreement on Trade in Services,

1994. Kebijakan-kebijakan pemerintah

Indonesia sekarang ini-pun lebih cen-

derung memperlakukan pendidikan seba-

gai bidang jasa yang bisa diperdagangkan

dengan tujuan mencari keuntungan.

Misalnya berdasar paragraf 12 Pasal 65 ay-

at (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja ditentukan bahwa per-

izinan sektor pendidikan melalui perizinan

berusaha. Dengan demikian penyelenggara

pendidikan di Indonesia termasuk dalam

pengertian kegiatan bisnis yang bersifat

mencari keuntungan ekonomi. 

Contoh lain, sekarang ini penyelenggara

pendidikan tinggi juga secara tidak lang-

sung dituntut untuk terakreditasi interna-

sional melalui berbagi lembaga akreditasi

asing meskipun dengan biaya yang cukup

mahal. Akreditasi perguruan tinggi di

Indonesia sekarang juga berangsur-angsur

diserahkan kepada Lembaga Akreditasi

Mandiri dengan biaya yang cukup

tinggi dan tidak lagi oleh Badan

Akreditasi Nasional yang tanpa

harus membayar. Dengan

demikian biaya penyelenggaraan

pendidikan menjadi semakin ma-

hal. Hal ini menambah wajah

pendidikan Indonesia menjadi

bersifat kegiatan bisnis, bukan la-

gi menjadi kegiatan untuk pe-

menuhan hak asasi manusia. 

Komersialisasi

Konsekuensi komersialisasi

pendidikan adalah biaya untuk

memperoleh pendidikan menjadi

semakin  mahal, sehingga tidak

terjangkau mereka yang miskin

secara ekonomi meskipun mampu

secara akademik. Pendidikan

akan menjadi bersifat eksklusif,

karena hanya bisa dinikmati

mereka yang mampu membayar.

Hal ini akan meningkatkan  ketidakmer-

ataan dalam pemenuhan hak atas pen-

didikan.  UNESCO menyebutkan, seka-

rang masih terdapat 617 juta anak dan

orang dewasa yang tidak bisa membaca

dan mengerjakan matematika dasar di

seluruh dunia (https://en.unesco.org/com-

memorations/educationday). Sedangkan di

Indonesia, berdasar survey Badan Pusat

Statistik tahun 2020, penduduk yang ma-

sih buta huruf mencapai jumlah 2.961.060

orang (https://www.kemdikbud.go.id/main/-

blog/2021/09). Mereka adalah orang-orang

yang belum terpenuhi haknya atas pen-

didikan, sehingga mengalami ketidakadi-

lan. 

Melalui Peringatan Hari Pendidikan

Internasional kita semua diajak berjuang

untuk mengembalikan pendidikan ke

hakikat dasarnya, yakni sebagai upaya pe-

menuhan hak asasi manusia. Inklusivitas

pendidikan harus ditingkatkan agar terbu-

ka untuk semua orang, karena setiap orang

berhak atas pendidikan yang baik dan

berkualitas. ❑

*) Dr Triyana Yohanes SH MHum,

Dosen   Fakultas    Hukum  Universitas

Atma Jaya Yogyakarta. 

Pariwisata Adalah Bisnis Kepercayaan 

Triyana Yohanes

Sukmawati – Prisca ‘adu kekuatan’ da-

lam suksesi Mangkunegaran

-- Siapa ‘perempuan kuat’ dan

menentukan?  

***

Kamus Jawa – Indonesia diluncurkan

-- Semoga mempermudah orang be-

lajar Bahasa Jawa

***

Vandalisme pada cagar budaya, memri-

hatinkan

-- Bisa masuk kategori kriminalitas

Mengubah Arah, Mentransformasi Pendidikan

BELUM normalnya geliat wisata,

Yogya  kembali dihadapkan dengan fakta

yang tidak sedap. Head line KR (21/01/)

mengulas terjadinya parkir nuthuk beru-

lang lagi. Akibatnya, banyak media

mewartakan. Dipastikan menjadi sug-

uhan yang kurang sedap bagi Yogyakarta

sebagai kota wisata. Pemerintah pun di-

harapkan segera bertindak agar kasus

seperti ini tidak berulang. 

Berkaca dari kasus ini, tampaknya

banyak aspek perlu dibenahi guna men-

dorong pariwisata DIY lebih bertang-

gungjawab. Celah dan kesempatan

yang dapat dimanfaatkan oknum ter-

tentu harus dihilangkan.  Mengapa? 

Tiga Point

Sejatinya, pariwisata adalah bisnis

kepercayaan. Karena pariwisata buah

dari interaksi antara produsen dan

konsumen. Penyedia jasa wisata perlu

serius memberikan layanan dan seba-

liknya, konsumen rela mengeluarkan

rupiah terhadap layanan yang diper-

olehnya asal sesuai harapan. Jangan

sampai terjadi kekecewaan karena hal

tersebut akan menimbulkan rusaknya

pengalaman total. Kasus-kasus seperti

halnya nuthuk tarif parkir ataupun

harga pecel lele semestinya tidak patut

lagi terjadi. Warga Yogyakarta adalah

insan pariwisata yang perlu didorong

untuk terampil mengejawantahkan

nilai-nilai sadar wisata-sapta pesona.

Tujuh pesona dalam sapta pesona patut

diimplementasikan secara nyata di la-

pangan.

Semua pihak perlu memahami bila

pariwisata adalah bisnis kepercayaan.

Tiga point berikut penting disimak. Perta-

ma, industri jasa ini bersifat seasonal, ter-

gantung situasi, kadang ramai atau bah-

kan sebaliknya seperti saat Covid-19 me-

landa, pariwisata seolah mati suri. Na-

mun, seiring dengan level pandemi yang

diturunkan membuat masyarakat tum-

pah ke jalan membuang penat. Kondisi ini

membuka kesempatan emas bagi para

pelaku wisata mendulang pendapatan. 

Peluang meraup rejeki sebanyak

mungkin adalah hak setiap orang terma-

suk mereka yang memanfaatkan liburan.

Namun, jangan sampai dinodai dengan

adanya perilaku tidak terpuji. Guna

menekan keluhan wisatawan. Modus pe-

rilaku aji mumpung masih saja berulang

dalam praktek bisnis disaat peak season.

Padahal perilaku seperti ini justru mem-

berikan citra kurang sedap. Ungkapan

Jawa, tuna satak, bathi sanak, baiknya

diyakini sebagai nilai positif dalam berbis-

nis di Yogyakarta agar lebih istimewa. 

Kedua, dengan berwisata wisatawan di-

paksa datang ke Jogja dan berharap men-

dapatkan pengalaman baru. Situasi ini

memaksa pengelola untuk mampu

bertanggungjawab dan melayani dengan

sepenuuh hati. Segala persiapan, baik itu

pada objek, pengaturan arus keluar ma-

suk wisatawan, pengaturan parkir, pos

keamanan, posko kesehatan, peduli lin-

dungi, pos informasi ticketing dan lainnya

perlu dipersiapkan secara seksama.

Semua sarana itu harus siapkan. Jangan

sampai memunculkan kekecewaan.

Wisatawan yang kecewa akan lebih cepat

memposting di media sosial. Tidak sedikit

yang kemudian menjadi viral.  Untuk itu,

mari sepakat untuk jangan diulangi.

Hentikan perilaku nuthuk. Segala bentuk

penetapan tarif perlu regulasi. 

Kelaikan

Ketiga, pentingnya aspek keselamatan

dan kenyamanan berwisata. Beberapa fa-

silitas wisata di Yogyakarta perlu di-

pastikan kelaikan dan standarnya agar

menjamin keselamatan. Jangan sampai

ada yang dirugikan. Di sinilah point pen-

tingnya interaksi yang dilakukan penye-

dia jasa kepada wisatawan dilandasi ni-

at ibadah. Pariwisata hadir sebagai

sarana ibadah yang tujuannya menye-

nangkan hati orang lain. Oleh sebab

itu, komitmen dan kesungguhan dan

sikap professional segenap pelaku wisa-

ta sangat diperlukan guna menum-

buhkan kepercayaan dimata wisa-

tawan. 

Mampukah Jogja menuju destinasi

yang bertanggungjawab? Jawabnya

tentu memerlukan tindakan nyata.

Kunci service excellent menjadi faktor

penting yang ditunjang dengan sen-

tuhan melayani dengan hati. Jangan

berpikir instant demi keuntungan

sesaat. Guna mewujudkan pariwisata

Jogja istimewa, diperlukan semangat

dan budaya kerja di sanubari para

pelaku usaha pariwisata. Agar bisnis

yang dijalannnya lebih beretika, san-

tun, bertanggungjawab, dilandasi hati da-

lam melayani wisatawan. Agar mereka

semakin kangen kembali ke Yogya. ❑

*) Destha T Raharjana , peneliti

Puspar UGM 

Destha T RaharjanaMelindungi Anak dari Kekerasan Seksual
BEBERAPA waktu lalu media mem-

beritakan tuntutan pada Herry Wirawan.

Terdakwa  pemerkosa sejumlah santri

tersebut,  selain dituntut hukuman mati

juga dituntut kebiri kimia. Tuntutan yang

diharap akan bisa membuat jera dan

menjadi pelajaran bagi pelaku keja-

hatan seksual lainnya. Mengapa?

Tidak bisa diingkari kekerasan seksu-

al merupakan fenomena gunung es.

Hanya tampak yang di permukaan saja.

Namun kasus kekeraaan seksual yang

terjadi di masyarakat semakin membuat

miris. Kasus ayah di Wonosari  yang di-

laporkan ibu-anak yang memperkosa

anak kandung (KR, 21/1). Juga guru

silat di Karanganyar yang dilaporkan

orang tua siswa perguruan karena

menyetubuhi anak latihnya. (KR, 22/1).

Realita yang harus menyadarkan kita,

betapa kejadian itu dapat menjadi sa-

ngat dekat dengan kita. 

Orang tua, guru adalah sosok pen-

gayom yang mestinya membuat anak

nyaman dan aman. Hanya dua contoh

di atas menunjukkan pada kita betapa

rumah dan sekolah Ð termasuk perguru-

an silat Ð bisa menjadi tempat tidak

aman bagi anak. 

Sejatinya, warning akan persoalan

inces sudah disampaikan Komnas Pe-

rempuan ketika menyampaikan catatan

akhir tahunnya, setiap memeringati Hari

Perempuan Internasional, 8 Maret.

Maret 2021 lalu, Komnas Perempuan

mengingatkan soal perkosaan anak

kandung atau inses, yang perlu menda-

pat perhatian cukup serius.  Meski

menurun di tahun 2020 yaitu sebesar

215 kasus, (tahun 2019 terdapat  822

kasus), namun kasus ini secara bertu-

rut-turut muncul sejak tahun 2016.

Walau bukan berarti tidak terjadi, namun

sebelumnya tidak ada laporan. 

Perhatian diperlukan karena pelaku

inses terbesar adalah ayah kandung.

Artinya, korban akan mengalami keti-

dakberdayaan karena harus berhadap-

an dengan ayah atau mungkin keluarga

sendiri. Kekhawatiran pengungkapan

akan menyebabkan pecah atau kon-

fliknya rumahtangga orang tua, membu-

at sosok yang seharusnya melindungi

anak kian leluasa melakukan kejahatan

seksual pada anaknya. Dan di masa

pandemi seperti sekarang, tekanan ser-

ta ancaman bagi korban tentu mening-

kat. Karena ÔterjebakÕ di dalam rumah

yang sama lebih lama setiap harinya.

Rumah tidak lagi menjadi zona nyaman

dan aman bagi anak. 

Dalam diskusi di Youtube Tempo

(8/12/2021) Sekretaris Kementrian

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (Kemen-PPPA)

Pribudiarta Sitepu menyebut ada pe-

ningkatan tren kasus kekerasan pada

anak dalam kurun waktu 2019 Ð 2021.

Berdasarkan pengumpulan data milik

Kemen-PPPA, kekerasan pada anak di

2019 terjadi sebanyak 11.057 kasus,

11.279 kasus pada 2020, dan 12.566

kasus hingga data November 2021.

Karena itu, munculnya tuntutan hu-

kuman mati dan kebiri kimia pada Herry

Wirawan seakan disambut masyarakat

yang sudah sangat lelah dengan terus

meningkatnya kasus kekerasan seksual

pada anak (dan perempuan) selama ini. 

Pasalnya, semua ini tidak lepas dari

sistem perlindungan anak yang masih

lemah di negeri ini. Betapapun ada UU

Perlindungan Anak sebagai lex specia-

list, namun harus diakui penegakan hu-

kum pada kasus kekerasan seksual pa-

da anak belum maksimal. Bukan meng-

utamakan hak anak, namun penegak

hukum justru acapkali terjebak hukum

acara misal meminta korban memberi-

kan bukti cukup dan menghadirkan sak-

si. Aneh bukan? Memberikan bukti dan

saksi pada kejahatan tersembunyi. ❑

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih

partisipasinya dalam menulis dan mengi-

rimkan artikel untuk SKH Kedaulatan

Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya me-

nerima tulisan lewat email :

opinikr@gmail.com dengan panjang

tulisan antara 535  - 575 kata, dengan

mengisi subjek mengenai isu yang ditulis

serta jangan lupa menampilkan fotocopy

identitas. Terimakasih. 
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Mengelola Kebosanan
ADA yang berpendapat bahwa ke-

bosanan manusia sebenarnya meru-

pakan penyebab dari terjadinya perubah-

an. Kita boleh sepakat dan boleh tidak

sepakat. Namun satu hal yang pasti bah-

wa kita tentu pernah ditimpa dan

merasakan apa yang disebut bosan. Hal

ini sangat alamiah dan manusiawi. Kita

tak perlu menghindarinya tapi harus

mengelolanya. Banyak contoh yang da-

pat disebutkan terkait kebosanan ini.

Terkurung dalam rutinitas yang itu-itu saja

dapat membuat kita bosan. Mengon-

sumsi makanan dan minuman yang sa-

ma setiap hari juga membuat kita bosan.

Bahkan tidur terus menerus pun membu-

at kita bosan. Kita ingin sesuatu yang

baru dan berbeda. Maka kita segera

bangkit dan melakukan suatu tindakan.

Mungkin dari sinilah kita dapat mene-

mukan penjelasannya. Kebosanan

melahirkan keinginan, keinginan men-

dorong tindakan, dan tindakan menye-

babkan terjadinya perubahan. Artinya,

keinginan dan tindakan yang dikare-

nakan rasa bosan itulah yang membuat

kita bergerak untuk melakukan per-

ubahan. Sebab, sebesar apapun rasa

bosan itu menghimpit dan menindih kita,

bila tidak lahir keinginan serta tindakan,

maka selamanya tidak akan pernah ter-

jadi perubahan.

Pertanyaannya, bagaimana menge-

lola kebosanan? Banyak cara yang da-

pat dilakukan agar kita dapat mengelola

kebosanan. Sekadar contoh ringan,

bisa dengan berhenti sejenak dari pe-

natnya rutinitas, bisa meluangkan waktu

untuk rekreasi, ngobrol santai dengan

keluarga atau rekan kerja, dan lain se-

bagainya. Namun, ada hal lain yang

lebih penting terkait pengelolaan ke-

bosanan ini. Sebagaimana pendapat di

atas yang mengatakan bahwa ke-

bosanan merupakan penyebab ter-

jadinya perubahan, maka poin penting-

nya justru ada pada perubahan itu

sendiri. Maksudnya, wujud atau bentuk

perubahan seperti apa yang diinginkan

terjadi akibat dari kebosanan tersebut.

Itulah yang harus jadi perhatian utama.

Muhammad Ibnu Malik dalam kitab

Alfiyah, menulis: wama ata mukholifan

lima madho, fababuhu annaqlu ka-

sukhthin waridho. Sesuatu yang datang

kemudian yang berbeda dengan sesua-

tu yang terdahulu, maka pintunya

adalah perpindahan dari sesuatu yang

buruk kepada sesuatu yang baik.

Dengan demikian, menyikapi dan

mengelola kebosanan haruslah berori-

entasi menuju terjadinya perubahan

menjadi lebih baik, secara kuantitas ter-

lebih lagi secara kualitas. Di sinilah

diperlukan kearifan memilah dan memi-

lih suatu bentuk perubahan. Perlu di-

catat bahwa dalam proses memilah dan

memilih sesuatu mengandung makna

menyisihkan yang lain.

Artinya, selalu terdapat ragam pilihan

yang terbentang di hadapan kita.

Kemudian kita dituntut bijak dalam

menentukan pilihan. Tidak sekadar asal

pilih demi menghindarkan diri dari ke-

bosanan. Ketepatan dalam menjatuhkan

pilihan akan membuat kita merasa baha-

gia, sedangkan kesalahan memilih dapat

membuat kita menyesal dan kecewa.

Dengan memahami hal ini, semoga kita

dapat mengelola dan memanfaatkan ke-

bosanan agar dapat terjadi perubahan ke

arah yang lebih baik dan menyenangkan.

DS Apandi, SDN 1 Padokan,

Kasihan, Bantul.


